
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 92 TAHUN 2O2O

TENTANG

PEMBERI.AN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL ISHLAHUL UMMAH NAHDLATUL WATHAN (NW)

KABUPATEN KUTAI BARAT

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WII.AYAH KEMENTEzuAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2)

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin
operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta di lingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;

b. bahwa dalam rangla meningkatkan akses pendidikan madrasah
yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui
organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah
sesuai dengan standar nasional pendidikan;

c. bahwa Raudhatul Athfat yang tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, telads,
dan kelayakan yang telah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan c di atas, perlu menetapknn Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur
tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal
Ishlahul Ummah Nahdlatul Wathan {Nw) Kabupaten Kutai Barat.

1. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO3 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Taleun
2OO3 Nomor 78, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO5 terrtang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negar:a Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar
Nasional Pendidikan (L.embaan Negara Republik Indoreesia Tahun
2013 Nomor 7L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a10);

4. Peraturan...



4. Peraturan Pemerintah Nomof 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a86a\

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomot I94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peratural Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2o1o Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 201O tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Ta-trun 2O10 Nomot lt2, Tambahan
L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
standar sarana dan Prasarana untuk sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanaw"iyah,

dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten lKota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

1O. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2O12 tentaag Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201,2 Nomor 2O6}

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tatrun 2O13 tentang Perubatran Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2Al2 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertilal Kementerian Agama'
(Berita Negara Republik Indonesia Tah'unp'Ol2 Nomor 851);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2Ol3 tentang
Penyelenggaral Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) iebagaimana telatr diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9O Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN...



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAI{ :

IITPUTT'SAN KTPALI\ KANTIOR UIII,AYAIT IITMEITTERIAN
AGAIIA PR'OVINSI ILILIMAITTAN TTMIIR, TENfANG
PTMBERIAIT IZIN OPERASIOITAL PENDIRIAIT RAIII'IIATUL
ATIIFAL ISHLITHUL IrMMArr nAIIDLATUL rrATHAfi {!rwf
IIABUPATEIT KUTAI BARAT.

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada
Raudhatul Athfat sebagaima::a tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Setelah jrngka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang
bersangkutan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal
kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat
paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik,
pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar
sararla prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar
pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengqjukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud/RA
kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi
standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum
KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin
operasional sebagaimana dimaksud dalam Dikhrm KESATU
tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana
dimaksud dalam Dikhrm KEDUA huruf a dinilai memenuhi
standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum
KEDUA huruf b tidak mendapat peringftat minimal C, maka
izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada $anggal ditetapkan.
\

tanggal 24 Februari 202O

raNfonTnru.AYAH

.AN TIMUR

Ditetapkan di Samarinda



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 92 TAHUN 2O2O
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL ISHI,AHUL UMMAH NAHDI,ATUL
WATHAN (NW)
KABUPATEN KUTAI BARAT

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

WILAYAH
GAMA

AN TIMUR

I Nama. Madrasah RA. ISHI.AHUL UMMAH NAHDI,ATUL

WATHAN (NW)

2 Nomor Statistik Madrasah 101264070008

3 Alamat Madrasah Jalan Teluk Siwo RT O4

Desa / Kelurahan Muara Lawa
Kecamataa Muara Lawa
Kabupaten Kutai Barat
Provinsi Kalimantan Timur

4 Nama Organisasi Penyelenggara YAYASAN ISHLAHUL UMMAH LAWA

5 Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

No. 30 GARED RANDHANI, SH Tanggal 19

Oktober 2018

6 Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara

C-584 HT.O3.0 1-TH .2AO4 Talggal 3 1

Desember 2OO4



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nornou*B-e#?4fr1 *6;*;31PP3O62t'2020

l

..-.:;#-
-l

Nama Madrasah

Alamat
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Penyelenggara Madrasah
Akte Notaris Penyelenggara
Pengesahan Akte Notaris
Berdiri Sejak

Diberikan kepada:

RAUDHATUL ATHFAL ISHLAHUL UMMAH NAHDLATUL
WATHAN (NW)

JALAN TELUK SIWO RT 04
MUARA LAWA
MUARA LAWA
KABUPATEN KUTAI BARAT
KALIMANTAN TIMUR
YAYASAN ISHLAHUL UMMAH LAWA
NO. 30 GARED RANDHANI, SH

C.584 HT.O3.O1.TH.2OO4 TANGGAL 31 DESEMBER 2OO4

24 FEBRUARI 2O2O

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 0 1 2 b 4 0 7 0 0 0 8

/

ffiffi

Samarinda, 24 Februan 2020
KANTOR WILAYAH

ASMA
AN TIMUR


